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w Sanksi Pidana Dengan Unsur Pemberatan Yang dijatuhkan Hakim Terhadap 

Recidivis
Di dalam UU No 8 tahun 1981 Pasal 1 butir 8 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 butir 8 menyebutkan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seperti diketahui terdapat hal-hal 

yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, salah satunya 

pemberatan pidana. Di dalam KUHP Recidive dapat dikenakan pemberatan pidana

Seorang recidivis yang tentu saja telah merasakan derita pidana 

menimbulkan permasalahan apakah masih bermanfaat bila dijatuhi pidana lagi 

sekalipun pidana tersebut diperberat. Hal ini menunjukan bahwa dalam pemberian 

sanksi pidana tersebut juga harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Dan 

juga akibat-akibat yang timbul bagi terpidana apakah dengan menjatuhkan pidana 

tersebut akan berakibat baik atau bahkan sebaliknya yaitu menjatuhkan pidana yang 

tidak sesuai akan menyebabkan terpidana menjadi lebih jahat lagi. Apakah sanksi
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Suatu keadaan yang bertujuan untuk menciptakan pergaulan hidup yang baik 

dalam masyarakat, pergaualan itu baik dalam lingkungan yang besar maupun 

lingkungan yang kecil agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban 

dan suatu kepastian adalah merupakan tujuan dari hukum. Aturan hukum sangat 

diperlukan sekali untuk mengatur setiap sikap tindak masyarakat dalam pergaulannya 

sehari-hari.

Salah satu bidang hukum yang mengatur bagian dari hukum publik adalah

hukum pidana. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu

ketertiban dalam pergaulan bermasyarakat, termasuk juga hukum pidana. Hukum 

pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang menunjukan adanya suatu 

perbedaan dengan hukum-hukum lain yang pada umumnya memuat sejumlah 

ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang terdapat dalam hukum 

itu benar-benar ditaati.

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” 

berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada 

seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak 

sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahan pidana ini, dan
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alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya 

seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” 

sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana.

hukum pidana diperlukan untuk mengatasi perkembangan kejahatan baik 

kualitatif dan kuantitatif semakin meningkat yang merupakan dampak negatif 

dari kemajuan teknologi. Dampak negatif tersebut tidak dapat dihilangkan atau 

dihindari karena kejahatan akan selau ada dan berkembang dimanapun dan kapanpun. 

Hubungan antara kejahatan dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dimana ada masyarakat di situ ada kejahatan.

Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah 

sebagai berikut :2

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara 
menakut-nakuti orang (general preventie) maupun secara menakut-nakuti orang 
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak 
melakukan kejahatan lagi (speciale preventie)

2. Untuk mendidik atau meperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka 
melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan 

represif. Upaya penanggulangan secara preventif yaitu mencegah sebelum terjadi 

kejahatan, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menempatkan petugas pada 

tempat-tempat yang dianggap potensial untuk terjadinya kejahatan Sedangkan

i

secara

Wiijono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, 
Bandung, 2003, hlm 1

2 Ibid, hlm 19-20
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represif yaitu penanggulangan yang dilakukan dengan penindakan terhadap pelaku 

kejahatan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu treatmen (tindakan), punishmnet 

(pidana) dan rehabilitasi yaitu dengan perbaikan terhadap diri pelaku kejahatan di 

lembaga pemasyarakatan.

Ketiga bagian tersebut di atas merupakan realisasi dari sistem peradilan 

pidana yang bertujuan resosialisasi dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana. 

Hal ini dapat terwujud bila masyarakat dan elemen-elemen dari sistem tersebut 

bekeija secara terpadu. Penanggulangan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan kejahatan 

lagi, ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang

lebih baik dan berguna.

Sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum, hukuman pidana (selanjutnya 

disebut pidana saja ) adalah yang terberat, dibandingkan dengan hukuman di bidang 

hukum lainnya. Bandingkan dengan hukuman disiplin, hukuman perdata, hukuman 

administrasi. Padahal dikehendaki pidana ini bukan hanya sekedar pembalasan 

melainkan sekaligus perbaikan. Dalam hal ini tentunya ada saja yang merupakan 

pengecualian, oleh karena itulah kiranya mengapa pidana dan pemidanaan menonjol, 

karena menyangkut hak asasi manusia dalam kaitannya dengan ukuran mengancam 

dan kemudian menjatuhkan suatu jenis atau macam pidana..3

3 Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Penintesier, Fakultas Hukum Universitas 
Sriwijaya, Palembang, 2006, hlm 1
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memberikan sanksiPada prinsifnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan 

pidana harus berfungsi sebagaimana pembinaan (membuat pelanggar hukum menjadi 

tobat). Dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah, pidana 

sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim 

melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Adapun 

mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP.

Jika ditelusur dengan pendekatan sistem peradilan pidana (criminal justice

Sytim) maka tergambar bahwa satu rantai proses peradilan pidana yakni dimulai dari 

adanya seseorang atau lebih yang melakukan tindak pidana (sebagai input). 

Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap pelaku tersebut oleh kepolisian 

dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, serta diadili oleh Hakim 

dalam proses persidangan untuk menentukan apakah pelaku tersebut akan diberi 

sanksi pidana atau tidak.

Kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan 

peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara, hal ini ditegaskan

pada pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakan 

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan- 

badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 

lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan
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Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi hal ini diatur dalam Pasal

2 UU kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004.

Di dalam UU No 8 tahun 1981 Pasal 1 butir 8 tentang Hukum Acara Pidana 

Pasal 1 butir 8 menyebutkan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili

Terdapat hal-hal yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana baik 

itu hal-hal yang memberatkan maupun peringanan pemidanaan. Menurut Sri Rahayu 

Sundari, hal-hal yang memberatkan pemidanaan dibedakan 3 macam yaitu :4

1. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

2. Pengulangan tindak pidana (Recidive)

3. Perbarengan (Samenlop)

Pengulangan tindak pidana (recidive) dapat dijadikan alasan pemberatan

pidana yang diatur dalam KUHP Seorang recidivis yang tentu saja telah merasakan

derita pidana menimbulkan permasalahan apakah masih bermanfaat bila dijatuhi 

pidana lagi sekalipun pidana tersebut diperberat.Hal ini terlintas karena seseorang 

yang telah dipidana dengan melakukan tindak pidana sejenis akan menunjukan bahwa
V

ia tidak jera dan tidak bertobat dan bahkan mungkin memang mempunyai sifat dan 

tabiat jahat.

Contoh kasus Recidivis dari koran Sumatera Ekspres, Palembang: recidivis 

bernama Zakaria alias jaka (31) warga Jalan Silaberanti ,harus merasakan sakitnya

4 Nashriana, Diktat Kuliah Hukum Penintesier Seri /, Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya, 
palembang, 2003, hlm 20



6

timah panas petugas,penarik becak ini terpaksa dilumpuhkan setelah mencuri suku 

cadang mobil milik penumpangnya Minggu (9/3) pukul 14.30. jaka berhasil dibekuk 

anggota Unit Resmob di pangkalan becak Kawasan Silaberanti. Penangkapan ini 

menyusul laporan Sayuti (36) warga jalan letkol Adrianz, kelurahan Sukajaya. Dalam 

laporannya, Sayuti menyebutkan Jaka telah mengambil suku cadang mobil yang 

dititipkan Tak pelak jaka pun diringkus lalu digelandang ke kantor polisi.Di hadapan 

polisi baru terungkap lelaki ini ternyata seorang recidivis yang pernah mendekam di 

hotel prodeo.Tersangka mengaku pernah mendekam di Lapas Pakjo karena kasus

penganiayaan.

Dari sini akan kembali timbul suatu permasalahan di mana seorang bekas

narapidana kembali melakukan kejahatan sehingga menjadi recidivis. Dan yang 

cukup penting adalah seberapa jauh pemberatan pidana masih mempunyai arti bagi 

peradilan pidana dewasa ini dan akan datang.

Tujuan pemidanaan yang harus diperhatikan Hakim dalam keputusannya 

harus ditekankan pada :5

1. Koreksi sebagai suatu peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh terulang lagi.
2. Resosialisasi yang bertujuan agar terpidana kembali kemasyarakat tanpa, 

melakukan kejahatan lagi.
3. Pengayoman hidup masyarakat dalam arti masyarakat mempunyai hak dan 

kewajiban untuk dalam kejadian-kejadian tertentu melindungi dirinya terhadap 
kemungkinan-kemungkinan yang besar resikonya masih akan dilakukan delik- 
delik berat.

Hal ini menunjukan bahwa dalam pemberian sanksi pidana tersebut juga 

harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Dan juga akibat-akibat yang 

5 Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia jakarta, 1984, hlm 5-6
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timbul bagi terpidana apakah dengan menjatuhkan pidana tersebut akan berakibat 

baik atau bahkan sebaliknya yaitu menjatuhkan pidana yang tidak sesuai akan 

menyebabkan terpidana menjadi lebih jahat lagi. Apakah sanksi pemberatan pidana 

mempengaruhi narapidana untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Dalam skripsi ini penulis membatasi pembahasan pada masalah-masalah 

yang berkaitan dengan pemidanaan yang diperberat khususnya terhadap recidivis 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik menyajikan dalam suatu tulisan

dalam bentuk skripsi yang digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan yang

berjudul:

“SANKSI PIDANA DENGAN UNSUR PEMBERATAN YANG DIJATUHKAN

HAKIM TERHADAP RECIDIVIS ”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang, di dapatlah perumusan masalah dalam 

penulisan ini adalah:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

dengan unsur pemberatan terhadap terdakwa yang melakukan pengulangan tindak 

pidana?

2. Apakah dengan menjatuhkan sanksi pidana dengan unsur pemberatan aHa 

pengaruhnya dalam menanggulangi recidivis ?
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C TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana dengan unsur pemberatan terhadap terdakwa yang melakukan 

pengulangan tindak pidana

2. Untuk mengetahui dengan menjatuhkan sanksi pidana dengan unsur pemberatan 

ada pengaruhnya dalam menanggulangi recidivis.

Manfaat penelitian/ penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum khususnya hukum

pidana, terhadap orang-orang yang juga ingin meneliti dan mengetahui apa saja yang 

menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan unsur 

pemberatan khususnya yang berhubungan dengan recidivis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis di harapkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumbangan pikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan terhadap semua pihak 

dalam pemberian sanksi pidana dengan unsur pemberatan oleh hakim terhadap 

recidivis
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D. RUANG LiNGKUP.

Ruang lingkup penelitiannya terutama dititik beratkan terhadap masalah 

pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Palembang dalam memutuskan 

suatu perkara dengan unsur pemberatan khususnya yang berhubungan dengan 

recidivis. Dengan tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada

hubungannya dengan permasalahan

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menerangkan 

menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan

”yuridis normatif’ .Dalam Penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah 

berbentuk tertulis yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi 

kepustakaan merupakan metode utama yang dipakai dalam penelitian yuridis 

normatif. Namun penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer atau lapangan 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu dengan 

menjabarkan bentuk pernyataan untuk menggambarkan jawaban terhadap masalah 

yang diteliti bersumber pada :

cara
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a. Data Primer

Data primer adalah data pendukung yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Bahan pustaka dan bahan - bahan hukum yang ada dan 

mengangkat permasalahan yaitu :

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang 

digunakan dalam penelitian yakni:

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. KUHP

c. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

d. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

e. Yurisprudensi

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti:

a. Hasil-hasil penelitian

b. Hasil karya dari kalangan hukum

c. asas-asas hukum pidana
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3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, buku-buku..

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan 

pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah- 

majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah-masalah yang 

diteliti sehingga dapat menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian

b. Wawancara (interview)

Merupakan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke 

objek penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur 

yaitu dengan menentukan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, 

Petugas dan narapidana lembaga pemasyarakatan Kelas I Palembang 

5. Penentuan informan

Data lapangan dalam penelitian ini diambil dari Pengadilan Negeri Kelas IA 

Palembang, Lembaga pemasyarakatan Kelas I Palembang. Sementara informannya 

ditentukan dengan cara purposive sampling dengan alasan tertentu yaitu informan 

yang mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan dari penelitian ini, Hakim 

Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang , Petugas dan narapidana Recidivis Lembaga
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pemasyarakatan Kelas I Palembang yang mengetahui dan berhubungan dengan

permasalahan dari penelitian ini

6. Analisis Data
Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk Deskritif Kualitatif

yaitu analisis data yang berasal data yang berasal dari data lisan dan tetulis kemudian

dianilisis satu-persatu selanjutnya disusun secara sistematis, selanjutnya diambil

kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan skripsi ini
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